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DPRD dan Bupati Purwakarta Sepakat Rancangan KUA-
PPAS APBD TA 2026 Sebesar Rp.2,4 T Ditandatangani
PURWAKARTA, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten  Purwakarta  dan  Bupati  Purwakarta  Saepul  Bahri
Binzein  sepakat  menanda  tangani  Rancangan  Kebijakan  umum
Anggaran  dan  Rancangan  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara
(KUA-PPAS)  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Keuangan
oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Purwakarta pada rapat Paripurna
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yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Senin 20
Oktober 2025.

Menurut  pimpinan  rapat  yang  juga  menjabat  Ketua  DPRD
Purwakarta, Sri Puji Utami, berdasarkan pasal 170 ayat (1)
hurup C Peraturan DPRD Nomor: 1 Tahun 2025 tentang peraturan
Tata Tertib rapat telah memenuhi quorum dengan dihadiri 43
anggota DPRD dari 50 anggota dewan di DPRD Purwakarta.

dok

”Dengan ketentuan itu, rapat ini telah memenuhi quorum dan
dapat  dilaksanakan.  Diawali  ucapan  Bismillahhirohmanirrohim
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta pada hari ini, Senin
20  Oktober  2025,  Kami  nyatakan  dibuka,”kata  Ketua  DPRD
Purwakarta,  Sri  Puji  Utami  saat  memimpin  rapat,  lalu
mengetukan  palu,  Tok  !

”Sebgaimana  telah  kami  sampaikan,  materi  pembahasan  Rapat
Paripurna hari ini (Senin 20 Oktober 2025) adalah dalam rangka
Pembahasan/Pengambilan Keputusan (Nota Kesepakatan) mengenai
rancangan  Kebijakan  Umum  Anggaran  dan  rancangan  Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran (TA)
2026,”jelas Ketua DPRD Purwakarta yang juga menjabat Ketua DPC
Partai  Gerindra  Kabupaten  Purwakarta,  Sri  Puji  Utami  yang
akrab disapa bu Puji.

Setelah rapat dibuka oleh Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami
didampingi Wakil Ketua I DPRD Purwakarta Dias Rukmana Praja,
Wakil Ketua II DPRD Purwakarta Luthfi Bamala, Wakil Ketua II
DPRD Purwakarta Drs. H. Entis Sutisna, dan Sekretaris DPRD,
Rudi Hartono, .,MM dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran
(Banggar) DPRD.

Pada  kesempatan  tersebut,  Badan  Anggaran  (Banggar)  DPRD
Purwakarta membacakan hasil kerja Banggar bersama TAPD yang
dibacakan  Wakil  Ketua  II  DPRD  Purwakarta,  Luthfi  Bamala



disepakati Rancangan APBD TA 2026 sebasar Rp.2,,- ( Rp.2,485
Triliun).

Menurut  Luthfi  Bamala,  pendapatan  dana  transfer  dari
Pemerintah  Pusat  yang  berkurang  sebesar  miliar  tentunya
pengurangan dana ini akan berpengarungaruh terhadap program-
progam yang sudah direncanakan.

”Ini masa yang sulit bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta karena anggaran yang sangat terbatas. Untuk itu,
DPRD Kabupaten Purwakarta mendorong Pemerintah Daerah untuk
lebih  cermat  dalam  membelanjakan  anggaran  dengan
memprioritaskan belanja wajib dan mengikat terutama kebutuhan
dasar masyarakat seperti pendidikan, jaminan kesehatan, gaji
pegawai dan kewajiban lainnya,”kata Luthfi Bamala.

Oleh Karena itu, tambah Luthfi, pembahasan Rancangan KUA-PPAS
TA  2026  dilaksanakan  dengan  sangat  hati-hati  dan
memprioritaskan program-program yang benar-benar dibutuhkan.
Tujuannya  adalah  agar  pelayanan  kepada  masyarakat  tetap
berjalan  dengan  baik  meskipun  anggaran  tidak  sebanyak
sebelumnya.

Berkaitan dengan itu, kata Luthfi, DPRD Purwakarta mendorong
Pemerintah Daerah untuk mencari solusi dan inovasi baru untuk
meningkatkan  pendapatan  daerah.  Salah  satunya  dengan
mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor
pajak, retribusi namun tidak memberatkan masyarakat.

DPRD  juga  mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk  aktif
berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Pusat  agar  dana  dari
Kementrian-kementrian dapat dialokasikan untuk pembangunan di
Kabupaten Purwakarta.

Sebagaimana  sudah  disampaikan  kepada  seluruh  anggota  DPRD
melalui  Pimpina  DPRD  pada  hakekatnya,  Kami  pimpinan  DPRD
Purwakarta, Rancangan KUA dan PPAS TA 2026 ini berdasarkan
pada azas efektif dan efisien sehingga anggaran yang sudah
direncanakan  dapat  digunakan  seefisien  mungkin  dan  melihat



pada kebutuhan prioritas disetiap perangkat daerah.

”Sebelum  menutup  laporan  ini,  ucapan  terimkasih  dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada TAPD dan Perangkat
Daerah Kabupaten Purwakarta serta kepada pimpinan dan anggota
DPRD yang telah berdedikasi mencurahkan tenaga, pikiran selama
pembahasan  dengan  Bandan  Anggaran.  Semoga  hasil  pembahasan
kita  bersama  dapat  memberikan  dampak  dan  juga  dirasakan
langsung  bagi  masyarakat  Kabupaten  Purwakarta,”demikian
disampaikan Banggar DPRD Purwakarta.

Dari Pemerintah Daerah hadir Bupati Purwakarta, Saepul Bahri
Binzein,  Wakil  Bupati  Abang  Ijo  Hapidin,  Pj.  Sekda  Nina
Herlina,  Forkopimda,  para  pejabat  Eselon  II,  III  dan  IV,
Sejumlah Camat dan Kepala Desa. Alim Ulama, Tokoh Masyarakat,
LSM, Ormas, Insan Pers dan tamu undangan lainnya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein pada
sambutannya merasa bangga kepada para pejabat Pemda Purwakarta
meskipun  mengetahui  dana  transfer  dari  Pemerintah  Pusat
berkurang sebesar miliar.

”Artinya, ketika dana transfer pusat berkurang miliar. Kita
tidak  bisa  membangunan  apapun  karena  uang  yang  dikurangi
itulah uang yang kita kelola. Tapi anggaran yang bersetuhan
dengan  masyarakat  tetap  harus  berjalan,  caranya  bagaimana?
semua anggaran penunjang di seluruh SKPD ditiadakan. Anggaran
yang  tidak  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat
ditiadakan,”tegas  Bupati  Om  Zein-sapaan  Bupati  Purwakarta,
Saepul Bahri Binzein.


